
1.12
Forum perencanaan penganggaran inklusif di tingkat Prov/Kab lokasi SKALA berfungsi, 
termasuk dengan partisipasi kelompok rentan secara bermakna

1.6
Jaringan masyarakat sipil di Prov/Kab lokasi SKALA melakukan advokasi, 
secara kolaboratif, tentang kebutuhan kelompok rentan dalam forum 
perencanaan dan penganggaran inklusif 

1.9
Pemprov/Pemda lokasi SKALA menerbitkan 
kebijakan tentang forum perencanaan dan 
penganggaran inklusif termasuk tata cara dan 
kelembagaannya1.11

Pemerintah pusat 

menjalankan peran 

koordinasi, 

pembinaan, dan 

pengawasan 

terkait partisipasi 

kelompok rentan 

dalam 
pembangunan 

daerah

1.10

Pemimpin di

Prov/Kab lokasi


SKALA 
menunjukkan 

komitmen dan 
menjalankan peran 

koordinasi,

pembinaan, dan


pengendalian terkait 
partisipasi kelompok 

rentan dalam 
pembangunan 

daerah

Sasaran

Fase 1

1.2
Jaringan masyarakat sipil di 
Prov/Kab lokasi SKALA 
memiliki hasil analisis 
kebutuhan kelompok rentan 
sebagai bahan advokasi 
kebutuhan kelompok rentan

1.4
Jaringan masyarakat sipil di 

Prov/Kab lokasi SKALA 
memiliki kapasitas 
melakukan analisis dan 
pemanfaatan data untuk 
advokasi kebutuhan 
kelompok rentan

1.8
Pemprov/Pemda lokasi SKALA 

membentuk atau merevitalisasi forum 
perencanaan dan penganggaran inklusi sesuai 
konteks lokal

Sasaran 

Antara

8.1.1.2 

Hasil analisis dan rekomendasi 

teknis terkait pemenuhan SPM bagi 

perempuan, disabilitas dan kelompok 

rentan 
AC

8.1.1.3 

Jaringan masyarakat sipil/simpul 

jaringan kelompok perempuan dan 

disabilitas terlatih dalam mengakses dan 

menganalisis data terkait kebutuhan 

kelompok rentan

7.2.1.4 

Fasilitasi penyelenggaraan model 
kolaborasi lintas pemangku 

kepentingan, termasuk melakukan 

pembentukan/revitalisasi forum 

perencanaan inklusi

3.2.1.3 

pengembangan 

mekanisme monitoring 

pelibatan penyandang 

disabilitas dalam 

perencanaan daerah 

3.2.1.2 
mekanisme 

dan pedoman 

penyelengga

raan 
musyawarah 

perencanaan 

tematik 

3.2.1.1 

penyusunan 

panduan 

pelaksanaan 

partisipasi publik 

dalam 

penyelenggaraan 

pembangunan 

daerah 

6.5.1.1 

Fasilitasi penyampaian 

isu-isu terkait kebutuhan 

kelompok rentan

8.1.1.1 

pembentukan komite 
disabilitas tingkat provinsi 

NB
8.1.2.3 

Fasilitasi teknis 
penyusunan risalah 
kebijakan tentang 
pemenuhan layanan 
dasar bagi kelompok 
rentan

7.2.1.1 

Hasil kajian 
confidence 
survey Jaringan 

Masyarakat Sipil 

dan Pemerintah

7.2.1.1 

Hasil kajian confidence 
survey Jaringan 
Masyarakat Sipil dan 
Pemerintah 

Jaringan masyarakat 
sipil memiliki akses 
pada hasil analisis 
REGSOSEK, hasil GEDSI 
Tagging, hasil SPM 
Tagging, dan kajian 
lainnya terkait 
kebutuhan kelompok 
rentan (GEDSI)

1.1 1.3
Pemprov/Pemda lokasi 
SKALA memfasilitasi 

jaringan masyarakat 
sipil dalam melakukan 
analisis dan 
pemanfaatan data

1.5
Jaringan masyarakat 

sipil di Prov/Kab lokasi 
SKALA memiliki 
kapasitas untuk 
melakukan advokasi 
kebutuhan kelompok 
rentan dan kolaborasi

1.7
Pemprov/Pemda lokasi 
SKALA mengidentifikasi 
model dan mekanisme 
kolaborasi antara 
pemerintah dan jaringan 
masyarakat sipil untuk 
mendukung perencanaan 
dan penganggaran 
inklusif

8.1.1.2 

penyediaan hasil analisis 

REGSOSEK, hasil GEDSI 
Tagging, hasil SPM Tagging, 
dan kajian lainnya terkait 

kebutuhan kelompok rentan

8.1.1.1 

Fasilitasi teknis 

Pemprov/Pemda 

dalam penyediaan 

data dan analisa 

kebutuhan 

kelompok rentan 

bagi JMS

3.2.1.4 

materi 

lomba 

bedah data 

APBD tahun 

2025 terkait 

GEDSI 

kepada 

pelajar 

8.1.2.2 

Jaringan Masyarakat sipil/simpul 

jaringan kelompok perempuan dan 
disabilitas terlatih dalam melakukan 
advokasi kebutuhan kelompok 
rentan dan kolaborasi

7.2.1.3 

penyusunan kebijakan tentang 
pelembagaan model kolaborasi 
lintas pemangku kepentingan

8.1.2.1 

jaringan masyarakat sipil/simpul 

jaringan kelompok perempuan dan 
disabilitas sebagai mitra pemerintah 
dalam perencanaan dan 
penganggaran responsif GEDSI

7.2.1.2 model dan kelembagaan 
kolaborasi lintas pemangku 
kepentingan, termasuk melalui 
forum perencanaan inklusif atau 
forum-forum tematik9.1.1.5 


Rekomendasi teknis 

tentang ketersediaan data 

kelompok rentan yang lengkap, 

valid, mutakhir dan terpilah

3.1.2.2 

bedah data 
APBD 2023 7.1.3.3 


model 
kolaborasi 
lintas 
pemangku 
pemangku 
pengarusuta
maan GEDSI 
di daerah 

7.1.4.1 

model 
pelibatan 

kelompok 
perempuan, 

disabilitas dan 
kelompok 
rentan lainnya 
dalam 

perencanaan 
dan 
penganggaran

8.1.1.3 

simpul/
jaringan 

kelompok 

perempuan

8.1.1.4 

simpul/jaringan 

kelompok 

disabilitas

Pemprov/Pemda lokasi SKALA menyediakan layanan dasar inklusif terutama bagi masyarakat miskin dan rentan

Partisipasi, representasi, dan pengaruh kelompok rentan yang lebih besar di Prov/Kab lokasi SKALA dalam 
proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah


